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PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar
Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-
kurangnya 2/3 (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga)
masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah
Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian
sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.?

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan
perundangundangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan
bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana
penyusunan KUHP dibuat berdasarkan Wetboek van straftrecht voor
Nederlandsch-Indie, yang Hukum Pidana itu sendiri.>

Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo
486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga
sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah

menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan
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kepadanya, yang sekurang kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana
ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan.
Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat
(Voorwaardelijke  Invrijheidsteeling) S.  1917-749, tidak terdapat
ketentuanmengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani
pembebasan bersyarat.

Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan,
yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan
pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani
pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai
Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan dari tujuan dari pada penjatuhan pidana selain pembalasan
kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari
kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan
Narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem
kemasyrakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari
pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah

dengan pemberian pembebasan bersyarat.



Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam Wetboek Van
Strafrecht (WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo486
yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai
Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrjheids Stelling.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua
golongan, yaitu :*

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara
dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur
dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam
ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal
sebagai ordonansi de voorwardelijjke invrijheidstelling atau peraturan
mengenai Pembebasan bersyarat.

2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam
suatu lembaga pendidikan suatu Negara sepertiyang dimaksud dalam Pasal 68
ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dariordonansi pada tanggal 21 Desember 1917,
Stb nomor 741 yangjuga dikenal sebagai dwangopveding regeling atau

peraturan mengenai pendidikan paksa.

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan
bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah

diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP. Dalam praktek

* P.A.F. Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,. Bandung.



dibidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai
terjemahan yang berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam
bahasa Belanda digunakan istilah voorwardelijjeinvrijheidstelling yang jika

diterjemahkan artinya Pembebasan Bersyarat.”

BPHN mengartikannya dengan istilah pelepasan bersyarat tanpa
menyadari bahwa istilah tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran
terutama bagi orang awam, karena istilah pelepasan ini tidak lazim digunakan
dalamhukum pidana dan BPHN sendiri sering mengalami kesulitan dalam

penggunaannya.®

Istilah pembebasan bersyarat akan Nampak lebih lazim digunakan dalam
hukum pidana jika dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1),

Pasal 183 ayat (2) huruf b KUHP dan lain-lain.’

Dalam KUHP Kkita tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian
pembebasan bersyarat, KUHP hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat

bahwa seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat
peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang

ilmu hukum.

% Ibid, HIm. 250.
® Ibid, HIm. 250.
" Ibid, HIm. 250.



Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi,

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :

“Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan
Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan
ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29

Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”.

Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan
pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.
Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan
Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam
pelaksanaan bebas bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak
teratur, bermalas-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi
tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai
pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut

kembali.

B. Pengaturan Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang
dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pada aturan pelaksanaan

yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.



Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk

mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidanan.

Pasal 15 KUHP :

1.

Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara
yang dijatuhkkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan,
maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalanai
bebrapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa
perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa
percobaan.

Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang
belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan

yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP :

1.

4.

Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak
akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.

Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khsuus mengenai kelakuan
terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragaman dan
kemerdekaan berpolitik.

Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat
tersebut dalam pasal 14d ayat 1.

Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang

semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.



5. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat
diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan
khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada
oarng yang semula diserahi.

6. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat
syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalaam ayat

di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b KUHP

1. Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan
hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di
atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan peelpasan bersyarat
tersebut untuk sementara waktu.

2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi,
tidak waktu pidananya.

3. Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat
dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana
dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan
berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat
masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut

dalam waktu tiga bulan stelah putusan menjadi tetap nerdasarkan



pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa

percobaan.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP tersebut diatas dapat dilihat
tentang syarat pemberian pembebasan pelepasan bersyarat. Dalam hal tersebut
terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan
jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbatan yang

dapat dihukum.

Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi
dua dari pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP,dalam Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimiliasi.

Cara menjelang bebas dan pembebasan bersyarat :
1. Syarat Substansif

a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang
menyebabkan dijatuhi pidana.

b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan
bersemangat.

d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang
bersangkutan.

e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat

hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.



f. Masa pidana yang dijalani, telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Setelah
dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketemtuan 2/3 tersebut tidak

kurang dari 9 bulan.

2. Administratif

a. Salinan surat keputusan pengadilan.

b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan
tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.

c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Linmas) dari balai permasyarakatan
tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat
sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.

d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggraran tata tertib
yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala
leembaga permasyarakatan.

e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi
dan lain-lain dari kepala lembaga permasyarakatan.

f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana,
seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengsn diketahui
oleh pemerintah daerah setempat serendah-serendahnya lurah atau kepala

desa.
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g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dkter bahwa narapidana
sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog
dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas
atau rumah sakit umum.

h. Bagi narapidana atau anak pidana WNA (warga Negara asing ), diperlukan
syarat tambahan :

i. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsulat Negara orang
asing yang bersangkutan.

j.  Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan
bersyarat tersebut diatas, dalam Pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang

berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat.

Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP sebagi berikut :

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul
atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan
setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum
menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang
tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam

pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah
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mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus
ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat
dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan
bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan
yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal
yang melanggra syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera
memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.

4. Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul
dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan
bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai

dari tahanan.

Mengenai bagaimana cara pengusulan pembebasan bersyarat, tentang
bagaimana cara Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat
tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman tersebut. Semua
tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan diatur dalam
Ordonasi Pembebasan Bersyarat Tanggal 27 Desember 1917, Staatblad tahun 1919

Nomor 744,

C. Syarat Pembebasan Bersyarat
Ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab0bd6525bb9/node/635/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2018
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab0bd6525bb9/node/635/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2018
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dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”). Pembebasan Bersyarat merupakan
program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam
kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.®

Pembebasan Bersyarat harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta
Keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan,
ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.’

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah

memenuh :

1. Syarat Umum:°

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan)
bulan;

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan)
bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
dan

d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:*

® pasal 1 angka 6 Permenkumham 3/2018

® Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permenkumham 3/2018
19 pasal 82 Permenkumham 3/2018

! pasal 83 ayat (1) Permenkumham 3/2018


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab0bd6525bb9/node/635/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2018
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab0bd6525bb9/node/635/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2018
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab0bd6525bb9/node/635/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2018
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a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan
pengadilan;

b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga
Pemasyarakatan (“Lapas”);

c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan
(“Bapas”);

d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian
Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang
bersangkutan;

e. salinan register F dari Kepala Lapas;

f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar
hukum; dan

h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga®?, wali, lembaga sosial,
instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah
atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan

melanggar hukum; dan

12 Keluarga yang dimaksud adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orangtua
kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga
dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal (Pasal 1 angka 7 Permenkumham
3/2018).
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2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama
mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana

pemberian Pembebasan Bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri

paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan

Bersyarat tetap diberikan.™

2. Syarat Khusus :**
a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar

perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3
(dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana
yang wajib dijalani; dan

d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan
dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi

Narapidana warga negara Indonesia; atau

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi

Narapidana warga negara asing.

3 psaal 83 ayat (2) Permenkumham 3/2018
14 pasal 84 Permenkumham 3/2018
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Syarat khusus dari tindak pidana di atas juga harus dibuktikan dengan dokumen-

dokumen sebagai berikut:*

a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak
pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;

b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

d. laporan  penelitian  kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian
Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;

f. salinan register F dari Kepala Lapas;

g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan

i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial,
atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh
lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum; dan
2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti

program Pembebasan Bersyarat.

1 pasal 86 ayat (1) Permenkumham 3/2018



16

3. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat

Secara umum, pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem
informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem
informasi  pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis

Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *°

Berikut kami rangkum tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat:

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan
Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan
Bersyarat dan kelengkapan dokumen.*’

2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada
di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu
per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas.*®

3. Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul
pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas

berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.*

16 pasal 94 Permenkumham 3/2018

7 pasal 95 ayat (1) dan (2) Permenkumham 3/2018
18 pasal 95 ayat (3) dan (4) Permenkumham 3/2018
19 pasal 96 ayat (1) Permenkumham 3/2018
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4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat,
Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada
Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.®

5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul
pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala
Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.?

6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian
Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul
pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.?

7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian
Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri
Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat.
Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas
untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayah.?

Jadi, Pembebasan Bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat
yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai terbitnya
keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan

atas nama Menteri Hukum dan HAM.

0 pasal 96 ayat (2) Permenkumham 3/2018

2! pasal 97 Permenkumham 3/2018

%2 pasal 98 ayat (1) Permenkumham 3/2018

% pasal 99 ayat (1) dan (2) Permenkumham 3/2018



